INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 14 TAHUN 1999

TENTANG 

PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PEMBANGUNAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Aparat Pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada Masyarakat Desa termasuk kepada Anggota dan pengurus partai politik yang ada di Desa;

b. bahwa pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan memuaskan, perlu memberikan petunjuk yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;

Mengingat: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Nomor XIV/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik yang telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3808);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tatacara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia;
2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Indonesia.

Untuk: 
PERTAMA: Memerintahkan kepada para Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, agar bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa, termasuk anggota dan pengurus Partai Politik yang ada di Desa.

KEDUA:
Menindaklanjuti Instruksi ini dan melakukan pengawasan serta memberikan sanksi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

KETIGA:
Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT:
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 1999

MENTERI DALAM NEGERI,



ttd

SYARWAN HAMID
Tembusan:

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri

2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri

3. Sdr. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri

4. Sdr. Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri
